2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVYINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 7 §2a/KU.01.00/LA/03/2022/LA/10/2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

a.

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta
sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan
dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, perlu disusun pedoman
yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan dan penyesuaian satuan
biaya perjalanan dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung dan Badan Pengawasa Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
141);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
QOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilian Umum Provinst, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negern bagi Pejabaf Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Betanfa Negara sebagat mana diubah dengan Peraturanr Menterit Keuangan
Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); dan

10. Peraturan Direkfur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badanm Pengawas Pemilitan Umumm

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta

Pengawas Pemilu Ad Hoc.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINS| LAMPUNG DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSH
LAMPUNG. "

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan satuan biaya
perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung darr Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawasiu Kabupaten/ota se-
Provinsi Lampung.

Tata cara pelaksanaan dan penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas ini
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



KETIGA

KEEMPAT

keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor
058.a/KU.01.00/LA/03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Harga
Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-
Provinsi Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di  : Bandar Lampung
pada tanggal :27 September 2022




Lampiran | Keputusan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampt
Nomor 1278 (KU.01.00/LA/92022
Tanggal . v  September 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINS| LAMPUNG

Komisioner menyampaikan Memo
kepada Kepata Bagian yang
membidangi paling lambat 3 hari
sebelum petaksanaan perjalanan
dinas

Kepala Bagian membuat Nota
Dinas terkait Perjalanan Dinas
dengdan melampirkan kertas
keria/alat kerja yang ditujukan
kepadd Kepala Sekretariat untuk
memihta disposisi/persetujuan

Setelah Nota Dinas disetujui oleh
Kepala Sekretariat, maka
dibuatkah Surat Perintah Tugas

[ (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas

(SPD) yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang

SPT dan $PD disampaikar

Pengelold Keuangan masil

masing bagian untuk mend:

Uang Muka perjalanan dinas
sudah terjadwal

|

Pengelola Keuangan melakukan
pembayaran biaya perjalanan
(dikutangi uang muka) setelah

diterbitkannya SP2D oleh KPPN

Bukti Pengeluaran dihitung sesuai
tagihan perjalanan dinas,
selanjuthya dibuat SPM LS dan
diajukan ke KPPN unituk
selanjutnya diterbitkan SP2D

Setelah perjalanan selesai dilaksanakan
pelaksana perjalanan dinas menyerahkd
dokumen-dokumen perjalarian dinas seperti
SPD, Undangan, Bill hotel, Boarding Pas
foto/dokumentasi serta Laporan Perjalanan [
ke Pengelola Keuangan masing-masing bar
paling lambat 2 hari setelah melaksanaké

perjalanan dinas.










